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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1094 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI TATAP MUKA DALAM BENTUK FOCUS GROUP DISCUSSION
DENGAN TEMA KEBERPIHAKAN MEDIA DALAM PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
Sosialiasasi Tatap Muka dalam Bentuk Focus Group
Discussion dengan Tema Keberpihakan Media dalam Pilkada
Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk
Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Sosialiasasi Tatap
Muka dalam Bentuk Focus Group Discussion dengan Tema

Keberpihakan Media dalam Pilkada Serentak Tahun 2024,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang
Penunjukan Narasumber kegiatan Sosialiasasi Tatap Muka
dalam Bentuk Focus Group Discussion dengan Tema

Keberpihakan Media dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.
Mengingat :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...




i, -

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 178/PMK.052018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah
Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 812)

7. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati Dan Wali Kota
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
902);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.02/2024 Tentang standar biaya masukan Tahun
Anggaran 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia tahun
2024 Nomor 494),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 942);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1116);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);

14. Peraturan ...
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024
Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Nomor : 1216/PP.06.2-ND/7371/2 /2024 Tanggal 4

Menetapkan

Juli 2024 Perihal Penerbitan SK Narasumber Kegiatan
Sosialisasi Tatap Muka pada Pilkada Serentak tahun 2024
dalam bentuk Focus Group Discussion dengan tema
“Keberpihakan Media dalam Pilkada Serentak 2024 : Elit,
Rakyat atau Iklan”?.

. Dipa Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan
Kode Akun 7.b-521211

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

SOSIALISASI TATAP MUKA DALAM BENTUK FOCUS GROUP
DISCUSSION DENGAN TEMA KEBERPIHAKAN MEDIA DALAM

PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU ...




KESATU

KEDUA

KETIGA

« =

Menunjuk Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan
Sosialiasasi Tatap Muka dalam Bentuk Focus Group Discussion
dengan Tema Keberpihakan Media dalam Pilkada Serentak
Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dipa Hibah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota tahun 2024 Dengan Kode Akun 7.b-521211
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juli 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

SAPRI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




